
























LAMPIRAN BUKTI DUKUNG:  

1. UNDANGAN 

 

 



 

 

 

 

2. NOTULENSI 

NOTULENSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PROGRAM AKSELERASI KETERBUKAAN  



Pimpinan Rapat : Woro Nur Endang Sariati (Sekretaris BPPMHKP) 

Agenda Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Pembinaan Pengisian SAQ/SIQ 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev 

KIP) Tahun 2026 

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 23 Juni 2026 (09.00-selesai) 

Peserta : 1. Katimja Kerja Sama dan Humas, Sekretariat BPPMHKP  

2. Katimja Layanan Informasi Publik, BHKLN Setjen 

3. Anggota Layanan Informasi Publik, BHKLN Setjen  

4. Angggota Kerja Sama dan Humas, Sekretariat BPPMHKP  

5. Seluruh UPT BPPMHKP  

Pokok-pokok 
Pembahasan  

 A. Arahan Umum Pelaksanaan Monev KIP 2026 

- Tim PPID Pusat menyampaikan bahwa kegiatan 

pembinaan dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan 

akhir pengisian Self Assessment Questionnaire 

(SAQ/SIQ) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. 

- Target utama yang ditetapkan adalah seluruh UPT 

lingkup BPPMHKP memperoleh predikat Informatif 

sebelum memasuki tahap verifikasi dan penilaian akhir. 

- Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, UPT 

dibagi menjadi dua kelompok pembinaan, yaitu: 

1. Kluster Prioritas (Satgas) 

Terdiri atas 11 UPT yang masih memerlukan 

pendampingan intensif karena capaian nilai belum 

memenuhi target informatif. 

2. Kluster Reguler 

UPT lainnya dibagi ke dalam empat wilayah 

pendampingan dengan mentor yang telah ditunjuk 

untuk memberikan asistensi teknis selama proses 

pengisian SIQ. 

B. Target dan Batas Waktu Pengisian SIQ 

Disampaikan bahwa: 

- Batas akhir pengisian SIQ adalah 5 Juli 2026.  

- Setelah tanggal tersebut, sistem akan memasuki tahap 

verifikasi dan penilaian.  

- Seluruh data dan dokumen pendukung harus sudah 

lengkap sebelum batas waktu tersebut.  

- UPT diminta tidak menunda pengunggahan dokumen 

untuk menghindari kendala teknis menjelang penutupan 

sistem.  

 

 

C. Penekanan Predikat Informatif 



- Tim PPID menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya 

memperoleh nilai tinggi, melainkan mencapai predikat 

Informatif. 

- Rentang nilai kategori informatif berada pada kisaran: 90 

– 99,8 

- Oleh karena itu, seluruh UPT diminta memastikan setiap 

indikator terisi lengkap dan sesuai ketentuan. 

D. Ketentuan Penggunaan Link Dokumen 

Ditekankan bahwa: 

- Link yang dimasukkan harus mengarah langsung ke 

website PPID .  

- Tidak diperkenankan menggunakan link repositori 

internal sebagai link utama.  

- Link Google Drive tidak diperbolehkan sebagai tautan 

publik utama.  

- Kesalahan penggunaan link dapat menyebabkan 

penurunan nilai secara otomatis oleh sistem.  

- Beberapa UPT masih ditemukan menggunakan link 

repositori sehingga diminta segera melakukan perbaikan. 

E. Penggunaan Surat Pernyataan 

Untuk indikator yang tidak memiliki dokumen pendukung, 

diwajibkan membuat surat pernyataan resmi.Surat 

pernyataan diperlukan apabila: 

- Tidak terdapat dokumen tender/pengadaan.  

- Tidak terdapat perjanjian kerja sama.  

- Tidak terdapat dokumen swakelola.  

- Tidak terdapat dokumen kemitraan.  

- Surat pernyataan harus ditandatangani oleh Kepala UPT 

dan diunggah sebagai bukti pendukung. 

F. Ketentuan Tanda Tangan Dokumen 

Disampaikan bahwa dokumen pendukung dapat 

menggunakan: 

- Tanda tangan elektronik (TTE); atau  

- Tanda tangan basah yang dipindai (scan).  

Kedua bentuk tanda tangan tersebut dinyatakan sah untuk 

kebutuhan penilaian. 

G. Arahan Umum Pelaksanaan Monev KIP 2026 

- Tim PPID Pusat menyampaikan bahwa kegiatan 

pembinaan dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan 

akhir pengisian Self Assessment Questionnaire 

(SAQ/SIQ) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. 

- Target utama yang ditetapkan adalah seluruh UPT 

lingkup BPPMHKP memperoleh predikat Informatif 

sebelum memasuki tahap verifikasi dan penilaian akhir. 

- Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, UPT 

dibagi menjadi dua kelompok pembinaan, yaitu: 

3. Kluster Prioritas (Satgas) 



Terdiri atas 11 UPT yang masih memerlukan 

pendampingan intensif karena capaian nilai belum 

memenuhi target informatif. 

4. Kluster Reguler 

UPT lainnya dibagi ke dalam empat wilayah 

pendampingan dengan mentor yang telah ditunjuk 

untuk memberikan asistensi teknis selama proses 

pengisian SIQ. 

H. Target dan Batas Waktu Pengisian SIQ 

Disampaikan bahwa: 

- Batas akhir pengisian SIQ adalah 5 Juli 2026.  

- Setelah tanggal tersebut, sistem akan memasuki tahap 

verifikasi dan penilaian.  

- Seluruh data dan dokumen pendukung harus sudah 

lengkap sebelum batas waktu tersebut.  

- UPT diminta tidak menunda pengunggahan dokumen 

untuk menghindari kendala teknis menjelang penutupan 

sistem.  

I. Penekanan Predikat Informatif 

- Tim PPID menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya 

memperoleh nilai tinggi, melainkan mencapai predikat 

Informatif. 

- Rentang nilai kategori informatif berada pada kisaran: 90 

– 99,8 

- Oleh karena itu, seluruh UPT diminta memastikan setiap 

indikator terisi lengkap dan sesuai ketentuan. 

J. Ketentuan Penggunaan Link Dokumen 

Ditekankan bahwa: 

- Link yang dimasukkan harus mengarah langsung ke 

website PPID .  

- Tidak diperkenankan menggunakan link repositori 

internal sebagai link utama.  

- Link Google Drive tidak diperbolehkan sebagai tautan 

publik utama.  

- Kesalahan penggunaan link dapat menyebabkan 

penurunan nilai secara otomatis oleh sistem.  

- Beberapa UPT masih ditemukan menggunakan link 

repositori sehingga diminta segera melakukan perbaikan. 

 

 

K. Penggunaan Surat Pernyataan 

Untuk indikator yang tidak memiliki dokumen pendukung, 

diwajibkan membuat surat pernyataan resmi.Surat 

pernyataan diperlukan apabila: 

- Tidak terdapat dokumen tender/pengadaan.  



 

 

- Tidak terdapat perjanjian kerja sama.  

- Tidak terdapat dokumen swakelola.  

- Tidak terdapat dokumen kemitraan.  

- Surat pernyataan harus ditandatangani oleh Kepala UPT 

dan diunggah sebagai bukti pendukung. 

L. Ketentuan Tanda Tangan Dokumen 

Disampaikan bahwa dokumen pendukung dapat 

menggunakan: 

- Tanda tangan elektronik (TTE); atau  

- Tanda tangan basah yang dipindai (scan).  

Kedua bentuk tanda tangan tersebut dinyatakan sah untuk 

kebutuhan penilaian. 

 

Kesimpulan 

 1. Seluruh UPT harus memprioritaskan penyelesaian pengisian 

SIQ sebelum batas waktu yang ditetapkan. 

2. Predikat yang dituju adalah Informatif, bukan sekadar 

memperoleh nilai tinggi.  

3. Kesesuaian dokumen dan validitas link menjadi faktor 

penting yang sangat memengaruhi penilaian.  

4. Surat pernyataan wajib digunakan apabila indikator tertentu 

tidak memiliki dokumen pendukung.  

Tim PPID Pusat akan terus melakukan pendampingan 

melalui mekanisme kluster dan mentor wilayah hingga 

seluruh UPT mencapai target. 



 

 

 

 

 

 

 



3. DOKUMENTASI KEGIATAN ASISTENSI PENGISIAN SAQ KE UPT 

LINGKUP BADAN MUTU SELURUH INDONESIA  

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



4. CATATAN PENILAIAN INTERNAL UPT LINGKUP BADAN MUTU  

urutan Penilaian pada 1-3 Juli :  
1. Balikpapan                                                                                                                                                                           

2. Aceh                                                                                                                                                                                    

3. Palu                                                                                                                                                                               

 4. Semarang                                                                                                                                                                             
5. Jogjakarta                                                                                                                                                                           

6. Bengkulu                                                                                                                                                                                

7. Ternate  
8. Medan I 
9. Entikong 
10. Batam 
11.  Aceh-Perbaikan.  
12. Pangkalpinang  
13. Bima 
Bsok, Sabtu.  

1. Tahuna                                                                                                                                                                      

2. Merauke                                                                                                                                                                         

 3. ⁠Merak 

 

 



 

1. BPPMHKP Entikong 

1. Digitalisasi ok 

2. Kelembagan 

1.1 link erro 

1.2 lhpkp bendahara informasi  

B.2 tangkapan layar dokumen dibuka 

3.Mengumumkan Informasi Publik 

A.2 lhkpn bendahara  

4. Sarana Prasarana 

A.2 ss calk diupload di repo  

2.3 erro -2.23 

B.1-2 error limk 

c.1 tangkapan layar di buka dokumennya 

c.2 tangkapan layar dibuka 

c.3 surat pernyataan tidak ada penggaduan 

5. sarana prsarana 

1.10 link error 

3.1 cek link ke 3 

8. tangkapan layar blm ada dr youtube, medsos, ruang layanan 

B. 1 tangkapan layar dibuka dokumen 

B.3 komputer ruangan layanan 

6. surat tugas blm ada 

3.3-1 ,3-3 sop yg infografis 

2. BPPMHKPN Batam 
1. Digitalisasi 
   A.1 sampai A4 cek facebook link tidak buka 
  A4 link tidak sesuai dg pertanyaan dan tangkapan layar sudah ok 



2. Kelembagaan  
1.1 link cek error 
B.3 sertifikat 2025 
3. Menyediakan Informasi Publik 
A.1 Link error 
B.2 link ke 3 error 
c. 1.3 ss langsung calk 
D.2  Surat Pernyataan 
S.3 Surat Pernyataan 
4. Menyediakan Dok Inf 
A.2 ss calk uplod di repo 
2.1 - 2.32 surat penyataan di tambahk keterangan paket 1 dan 2 
C. 3 surat pernyataan tidak ada pengaduan 
5. Sarana Prasarana 
  5. Daftar Informasi Publik online bukan SK 
 8. tangkapan layar youtube, medsos danruangan layanan 

3. SPPMHKP Pangkal Pinang 
1. Digitalisasi 
  tambahan 2 link medsos 
  A.3 alur tambahakn waktu 10 +7 hari kerja  
2. Kelembagaan  
1. 1 cek link error 
1.3 cek link error 
B.1 link error 
B.3 sertifikat 2025 blm ada yg dari pusat 
3. Mengumumkan IP 
A. 1 link web kkp 
2. link error dan tangkapan layar lhkpn kepala upt blm ada 
c 1.3 ss calk nya 
C.3 nformasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Eselon 1 /UPT pada semester 1 Tahun 2026 
D. 1 https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/62849122 
       https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/62849121 
4. Menyediakan dok.informasi 
A.2 masukan ke repo Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2025 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar 
Aset dan Investasi 
B1. surat pernyataan 2025-2026 
C.2 infografis saja 2025-2026 
C.6 tangkapan layar dibuka 

4. SPPMHKP Bima 
1. Digitalisasi 
A.3 alur diperbaiki waktu 10+7 hari kerj  
2. Kelembagaan  
1.3 lhkp diperbaiki all 
B.1 Surat tugas PPID 
3. Mengumumkan IP 
A.1 link error 
A. 2 LHKPN 
B.1 link error 
D,2 dan D3 surat pernyataan (woording dan paket 1&paket2) 
4. menyampaikan dok.I 
A,2 kurang laporan BMN 
2.1 - 2.32 surat pernyataan all 
B.1 dan B.2 surat pernyataan all 
C.2 infografis  
C3 surat pernyataan tdk ada pengaduan 2025-2026 
C4. web ppid  
C6 perbaiki link  
2.3 infografis 
2.8 renstra 
2.10 video error 
8. tangkapan layar kurang youtube, medsos  
B.3 informasi ppid, spanduk, 
C. 1 tambahkan link webppid 

5. Sppmhkp Tahuna 

1. Digitalisasi 

A.1 tiktok di ganti linknya (Link web ppid dihapus) 

A.2 tiktok di ganti linknya (Link web ppid dihapus) 

A.3 Link dihapus karena tidak sesuai contohnya  https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-tahuna/standart-
layanan/mekanisme-pelayanan/ upload ke medsos 

A.4  tiktok di ganti linknya (Link web ppid dihapus) 

 2. Kelembagaan  



A.1.1 perbaiki link  

   1.3 berikan informasi lhkpn kepala upt dan bendahara => contoh  

        https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/dropzone/WORDING_lHKPN.pdf 

B. 1 kurang perjanjian kinerja 

3. Mengumumkan IP. 

A.1 Link error 

A.2 informasi lhkpn 

B.1 Link error 

B.2 tangkapan layar bukan dokumen 

C.1.1 cek link  dan tangkapan layar blm sesuai 

1.2 tangkapan layar bukan dokumen 

1.4 tangkapan layar bukan dokumen 

D.1 RUP 1. https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/67342240 

              2. https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/67342245 

D.2.1 dan 2.2  surat pernyataan  

D.3.1 - 3.2 surat pernyataan  

4. Menyediakan Dok.I 

A.2 tangkapan layar dokumen terkahir dibuka 

A.3 tangkapan layar dokumen terkahir dibuka 

B. 1 surat pernyataan 

C. 1 sampling 2 surat setiap tahunnya 

C.2 link pertama tidak kebuka , link kedia link web ppid seharusnya portal 

5. Saran Prsarana 

1.7 link ini https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-tahuna/standart-layanan/mekanisme-pelayanan/ 

2.1 SK DIP dan tangkapan llayar 

2.8 kurang renja /rkt tangkapan layar juga 

2.16:https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Salinan_dari_SK_PPID_tentang_Standar_Pelayanan_.
docx_bLcY54u.pdf 

3.1 cek link pertama  

6. tangkapan layar bukan dokumen 

B. 2 formulir keberatan blm ada dann tangkapan layar blm ada 

B.4 dokumen maklumat bukan tangkapan layar 

B.6 surat tugas blm ada di repo. 

C.1 aplikasi hear me atau yg ada di web ppid 

6. Sppmhkp merauke 
1. Dgitalisasi Ok 
2. Kelembagaan  
   1.1 cek link 
    1.2 tangkapan layar lhkpn bendahara  
B. 3 sertifikat 2025 
3. Mengumumkan Informasi Publik 
A.1 cek link 
2.1 dan 2.2 surat pernyataan  
4. Menyediakan Dok.Informasi  
  2.1 - 2.32 surat pernyaataan  
  C.6 pisah 2025 dan 2026 
5. sarana Prasarana 
2.1 dan 2.2 penambahan di tangkapan layar 

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Salinan_dari_SK_PPID_tentang_Standar_Pelayanan_.docx_bLcY54u.pdf
https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Salinan_dari_SK_PPID_tentang_Standar_Pelayanan_.docx_bLcY54u.pdf


7. Sppmhkp Merak  
1. Digitalisasi Ok 
2. Kelembagaan  
1.1 link error 
1.3 lhkpn bendahara 
2.3 Link SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK) diperbaiki 
3. Mengumumkan IP 
D1. https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/62638971 
D1 https://sirup.inaproc.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/62638963 
4. Menyediakan Dok Informasi 
2.ss calk di masukan ke repo 
C.4 laporan ke web ppid 
C.6 2025 -2026 masing masing 16 
5. Sarana Prasarana 
1.5 langs ke web ppid 
2.15 informasi bahwa terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi 

5. Asistensi Penilaian Internal ke 3 / Sabtu, 11 Juli 2026 jam 10.00 – 23.55 WIB 

Urutan Penilaian UPT : 

1. Lampung    

2. Ambon   

3. Semarang,Ternate, Pangkal Pinang(Perbaikan)  , 

4. Jambi    

5. Bandung    

6. Bau-bau    

7. Jayapura    

8. Denpasar    

9. Mamuju    

10. Gorontalo   

11. Banjarbaru   

12.Tarakan    

13.kendari     

14. Yogya    

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 












